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ABSTRAK 

Pelimpahan wewenang dari Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) kepada 

Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di rumah sakit pendidikan 

merupakan aspek penting dalam praktik dan pendidikan kedokteran. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengkaji kerangka hukum, tanggung jawab, dan implikasi etika 

dari proses pelimpahan wewenang di rumah sakit pendidikan di Indonesia. Dengan 

pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis peraturan yang berlaku, 

termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 

28 Tahun 2024, yang mengatur pelimpahan wewenang medis. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pelimpahan wewenang diatur secara ketat untuk memastikan 

bahwa pelaksanaannya sesuai dengan standar profesional dan hak-hak pasien 

terlindungi. Penelitian ini menyoroti keterkaitan tanggung jawab hukum antara 

DPJP dan PPDS, terutama dalam kasus kesalahan medis akibat tugas yang 

dilimpahkan. Pertimbangan etika juga sangat penting, dengan penekanan pada 

pentingnya pengawasan, dokumentasi, dan kepatuhan terhadap etika kedokteran 

dalam proses pelimpahan. Rekomendasi meliputi penguatan Standar Operasional 

Prosedur (SOP), peningkatan pengawasan, dan peningkatan komunikasi antara 

DPJP dan PPDS untuk meminimalkan risiko dan memastikan praktik pelimpahan 

yang aman dan efektif. 

 

Kata Kunci : Dokter Penanggung Jawab Pelayanan, Pelimpahan Wewenang, 

Program Pendidikan Dokter Spesialis. 
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ABSTRACT 

The task shifting from Supervising Doctor (DPJP) to Resident Doctors (PPDS) in 

educational hospitals is a critical aspect of medical practice and education. This 

research aims to explore the legal framework, responsibilities, and ethical 

implications of this delegation process in Indonesian educational hospitals. Using 

a normative juridical approach, this study analyzes the current regulations, 

including Law No. 17 of 2023 and Government Regulation No. 28 of 2024, which 

govern the delegation of medical authority. The findings reveal that task shifting is 

tightly regulated to ensure that it is conducted in accordance with professional 

standards and that patient rights are protected. The study highlights the intertwined 

legal responsibilities of DPJP and PPDS, especially in cases of medical errors 

resulting from delegated tasks. Ethical considerations are also crucial, with the 

study emphasizing the importance of supervision, documentation, and adherence to 

medical ethics in the delegation process. Recommendations include strengthening 

Standard Operating Procedures (SOPs), enhancing supervision, and improving 

communication between DPJP and PPDS to minimize risks and ensure safe and 

effective delegation practices. 

 

Keywords: Resident Doctors, Supervising Doctor, Task Shifting.
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